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Ketika PP No. 18 Tahun 2017 lttlendongkrak Penghasilan Wakil Rltpat

Sejak Peraturan Pemerintah No.
lB Thhun 2017 disahkaq peng-

hasilan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPR) termasukdi daer-

ah semakin menebal. Kualitas
kinerja mereka sudah sepatublya

lebih bagus dari sebelumnya.

SAMPN saat ini belum ada transpar-
ansi secara rinci berapa penghasilan
mereka di masing-masing kabupaten/
kota. Di DPRD Kota Denpasar misalnya,
saat koran ini menanyakan kepada Plt.
Sekretaris Dewan Kota Denpasar I Putu
Dharma Wiyasa . .
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untuk kenaikan tunjangan sesuai ApBD
perubahan yang mengaku penghasilan
daerah

o tmplementasi di DaeEtr : Praxt*
di daerah disesuaikan dengan
peraturan bupati/wali kota masing-mas-
ing. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang besar, anggaran yang besar
memungkinkan
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sayangnya dia tidak berani
membeberkan. berapa sebe-
narnya penghasilan para de-
wan tersebut.

Penelusuran rlawa Pos Radar
Bali penghasilan dewan yang
masih menggunakan Peraturan
Perryrintah No 24 Tahun 20f4
dan perubahanrurya. Menurut
sumber koran ini, rata-rata gaji
anggota delvan per btrlan kurang
lebih Rp 10.832.790.

Namun, itu belum ditambah
tunjangan perumahan. Ini
juga tunjangan para pimpinan
berbeda dengan anggota.
Untuk ketua DPRD tunjan-
gari perumahan sebesar Rp
19.900.000, wakil ketua DPRD
Rp 19.750.000, dan anggota RP

19.500.000.
Sehingga jika ditotalkan peng-

hasilan yang diterima per bulan
seorang ketua DPRD Rp 30. 732.
790, wakil kenra DPRD sebesar
Rp 30.532.790, dan anggota de-
wan sebesar Rp 30.332.790.

Nah, itu baru gaji per bulan,
setelah masa baktinya selesai
para dewan juga memperoleh
penghasilan yang disebut jasa
pengabdian selama lima tahun.

Uang jasa pengabdian ketua

DPRD Rp 12.600.000, Wakil
Ketua Rp 10.080.000, dan.ang-
gota dewan Rp 9.450.000. Belum
lagi masing-masing pimpinan
dewan disediakan satu unit
mobil dinas, sedangkan anggota
dewan hanya diberikan mobil
yang sistemnya pinjam pakai.

Hasil penelusuran koran ini,
grelihat di penjabaran peru-
bahan APBD 2017 untuk an-
ggaran organisasi DPRD Kota
Denpasar adanya penambahan
anggaran untuk penghasilan
DPRD Kota Denpasar. Sebelum
perubahan, dianggarkan Rp

?2.81.023.300.00 setelah peru-
bahan jadi Rp 33.794.023.300.

Iika diuraikan untuk pen-
ingkatan, gaji dan tunjangan
sebelumnya dianggarkan Rp
19.079.023.300, di penjabaran
perubahan APBD menjadi RP

21.891.523.300. Timjangan Yang
meningkat adalah tunjangan Pe-
rumahan sebesat 18,56 persen,
yang sebelumnya dianggarkan
Rp 15.150.000.000 menjadi RP

17.962.500.000.
Selain itu penin*atan tunian-

gankomunikasi intensif pimpinan
dan-qnggota DPRD, yang sebel-

irmnya Rp 3.402.000.000 men-

iadi Rp 5.292.000.000. Yang Pal-
ing menarik, sebelumnYa tidak
ada anggaran untuk reses dan

transportasi. Setelah rancangan
perubahan ini tunjangan reses
dianggarkan Rp 1.323.000.000
dan tunjangan transportasi Rp
5.287.500.000. fadidalam per-
hitungan kenaikan anggaran un-
tuk belanja DPRD Kotd Denpasar
mencapai 50,32 persen.

Ngurah Gede pun berianji
gaji yar& meningkat ini akan
dibarengi peningkatan kinerja
dewan. Jika ada dewan yang
kinerjarrya kurang maupun yang
.m2las B{dan Kehormatan DPRD

haruswfiib menegur.
'Ya, kfnerya kami kcn sudah

terlihat f emberi gaii untt* guru
honorei. Ke depannya masih
banyaklPR yang hams dilaku-
kani ujamya.

Sementara dikonfirmasi den-

rinc! total penghasilan
dewan setelah mendapat
tunjangan. Perubahan
lunjangan harus '

dibarengi dengan '
peningkatan kualitas
kinerja dewan dalam
membual kebiiakan yang
menyejaherakan

gan Plt Sekwan I Pufu Dharma
Wyasa enggan menyebu&an
berapa jumlah penghasilan
dewan saatini. Menurumya, gaji
dewan tidak akan Ie{Lh dari gaii
di DPRD provinsi. i

Saat ditanyakan tqkait ang-
garan belanja DPRD imencapai

Rp 33 miliar lebih, hicunya dia
malah mengaku tidak memper-
hatikan jumlah anggaran untuk
gaji dan tunjangan DPRD.

Selain itu, dia juga menyebut-
kan unttik.pengh*ilan de-
wan juga berdasart{n besaran
pendapatan aqu daelah (PAD).
Sesuai dengan Perrnendagri 62

Tahun 20 17, ada cluster ting$,
sedang dan rendah. tfnnrk Den-
pasar masuk dal an dluter dnr14;r.

" Ya, tidakiauh bepa dengan

i melcapat l(Saran Hplt)0lutaan : . masyarakat, sen.takin
(kurang lebih) per bularr prodirhtrt nleneturkan

a Kritik: Belum ada transparansi : perda yang pro rakyat
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paten (UMK) Tabanan.

besar. Bahkan, untuk kelas pim-'pinan
lebih sedikitdari upah minimlm i<abu_

tas'l

hanya Bahkan, gaji wakil
ketua dan anggora lebih kecit lagi, mas_
ing-masing 80 persen dan 25 perien dari
gaji pokokbupati atau ketua dewan I
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Saat ini UMK Tabanan Rp 2.059.965,
sedangkan gaji pokok atau uangrepresen_
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Tapi, j angan dilihat dari kecilnla
gaji pokok tersebul Kalau dilihat
keselurul,; :r penghasilan dewan,
gaji pokokini takseberapa Sebab,
pimpinan dan anggota DPRD,
selain mendapatgaji pokok atau
uang representasi juga mendapat
penghasilan dariberagam tunjan-
gan yang nilainya bisa puluhan
kali dari gaji pokoktersebut.

Total, di APBD 2017 ini saja,
itu semua menghabiskan ang-
garan Rp 13.261.659.900. Kalau
dihagi rata untuk 40 anggota
DPRD Tabanan, maka per ang-
gota mendapat Rp 27,6 juta per
bulan. Walau dal,am kenyataan-
nya penghasilan ini mesti sam4
alias proporsional sesuai jabatah
yang diemban di DPRD Tabanan.
Tentu, pendapatan paling be.
sar dinilqnati pimpinan DPRD,.
dibandinganggota

Penghasilan itubelumseberapa.
Sebab, anggota DPRD Tabanan
juga mcndapat pemasukan dari
kegiatan-kegiatari lain Terutama
kegiatan kunjungankerja baik di
dalarn daerah maupun luar daer-
ah. Untuk kegiatan luar daerah
saj4 rata-rataperbulanbemngkat
3 kali. Sekali berangkat rata-rata
menghabiskan tiga hari. Sehari
perjalanan dinas di luar daerah,
dapat uang saku Rp 2,3 juta, dan
pimpinan dewan Rp 2,8 juta per
hari. Dengan demikian, sebulan
bisa menghasilkan Rp 20,7 juta

bagi anggota dan Rp 25,2 iura
untuk pimpinan dewan. Itu be-
lum termasuk kegiatan-kegiatan

, lain, baik rapat-rapat maupun
kunjungan di dalam daerah.

Itu iuga belum ada artinya Se-
bab, di tahun 2017 ini penghasilan
anggota DPRD Tabanan akan
meroket seiring dengan terbit
nya Peraturan Pemeriatah (PP)

Nomor lB Tahun 20lT tentang
Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD.

I Dalam PP ini, yang terbaru
-] akan ada kenaikan tunjangan

\komunikasi intensif, juga akan

\ada item penghasilan baru beru-
pa tunjangan operasional, uang
reseg dan tunjangan trimsporasi.
Dan, kebenrlan juga di Thbanan
akan ada perubahan peraturan
bupati (Perbup) terkait tunjan-
gan perumahan pimpinan dan
anggota dewan

Tunjangan komunikasi intensif
akan mengalami kenaikan dari

, iJiga kali uang representasi ketua
' meqjadi tujuh kali. Yalai dari
' Rp 6,3 juta menjadi Rpl4,7 iuta,
atau naik Rp 8,4 juia. Adanya
uang reses trangjuga sebesar tu-
juh kali uang representasi ketua
dewan. Uang reses ini diberikan
setiap melalokanreseq yalmitiga
kali dalam setahun Dan, yang
terbaru lagi pimpinan dan ang-
gota Dewan Tabanan juga akan
mendapat kenaikan tunj angan

' perumalnn dari Rp 15 juta untuk
anggota, Rp 16 juta wakil ketua,
danRp lB jutaunhrkketu4 men-

jadi berturutturut Rp 26 juta, Rp
27 juta, dan Rp 2B juta per bulan.
Dalam pembahasan Ran-

perda Perubahan APBD 2017,
kenaikan beragam tunjangan
anggota dewan juga sudah ter-
akomodasi. Bila di APBD in-
duk 2017 hanya disediakan
anggaran untuk gaji dan tun-
jangan anggota DPRD Tabanan
Rp r3.26r.659.900, di Perubahan
APBD 20U naiksebesarRp 7,98
rriiliar atau menj adr Rp 21,24.

"Angka itu belumJlred. Itu ang-
ka ancer-ancer. Angka fixrd -ny a
nanti sesuai dengan Perbup yang
sedan$ proses di provinsi," jelas
Seketaris DPRD Thbanan I Gede
Susila Iumat lalu.

Sekretaris Komisi I DPRD Ta-
banan Gusti Omar Dani menealal
pengeluffi riffi dta Dfro ft ta -
ma ini sangat besar. Unruk kegia-
tan sehari-hari dan keluarga saja
sudah cukup banyak Belum lagi,
anggota dewan sering ditodong
bannlan oleh masyarakat

Dia urenyebut kegiatan adat,
lomba-Iomba bazaar, hari raya
keagarnaan, orang sakit, pedcaw-
inan, dan sebagainya. "Contoh,
Agtrsnsan kemarin. Saya sampai
pinjam darnRp s0juta unt{$-drga
yang mohon bantuan peraFan
Agustusad l<ata Omar Dani

{IGIau Rp 50 jut4 untukAgustu-
sii'n kelnarin, saya malah lo:rang.
l.ebih dmi itui timpal Wakil Ketua
DPRD Tabanan Ni Nengah Sri
l^abantari lantas tertawa ketika
dikonfirmasi Jumat la]u.

Sri mengakui, dengan men-
gandalkan gaji dan tunjangan
selama ini, banyak anggota
dewan yang lesu darah. Sebab,
antara pemasukarl dan penge-
luaran tak seimba,ng. Bahkan,
seringkali minus.
' "Dengan adanya fenaikan ini,
mudah-mudahan adgota dewan
yang lesu darah iniladi termoti-
vasi dan lebih semangat dalam
meningkatkan kine.fjanya unnrk
rab?d'tutumla.

Omar Dani tak menampik
penghasilan anggota DPRD Ta-
banan, khususnyai dari Fraksi
PDIP tidak sepenulrnya masuk
kantong pribadi. Sefab, ada juga
potongan -potonian kepada
partai. Mesh demikkn ia enggan
menyebutkan nomigalnya fu a-
kah (potongap gajl) akan naik
setelah kenaikan irii, saya tidak
punya wewenang untuk menga-
takan. Silakan ke pimpinan DPC
PDIP Tabanan/' jelasnla.

Dia mengatakan sudah pasti
dengan kenaikan penghasilan
ini akan ada alokasi untuk mas-
yarakat. Namun, dia tidak bisa
memastikan berapa besarannya.
tr(aren4 kegiatan di masyarakat
juga tidak menentu junlahnya.
"Kalau diundang saya tidakper-
nah tidak hadir. Kalaupun tidal
hadir, sala titipkan dananya Mis-
alkan ada lomba mancing dalam
sehari empat tempat. Mungkir
dua tempat bisa saya hadiri. Yanp
dua sumbangannla saya titipkanj
pungt<as dia- (pyo nharyo/pit)
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SgosanAtur
Keuangan

PEMERINTAII daerah dibuat r?gos-
n go s an dalarn mengatur keuan gannya
buntut dari penerapanPP 1812017,
tentang kenaikan tunjangan pimpinan
dan anggota dewan. Pemprov Bali
misalnya sekarang harus berpikir
keras mencari uang Rp 27 miliar pada
APBD perubahan 2017 agar bisa
memenuhi kenaikan tunjangan 55
anggota DPRD Bali.

Dampaknya, sejumlah kebijakan dan
program pun diperas serta diramping-
kan, Ini dilakukan agar bisa memberi
kenaikan tunjangan hingga lima kali lipat
pada wakil rakyat yang terhormat r

) Baca Bikin... Hal27
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Informasi yang digali koran ini

di intemal DpRD Bali, dengan ke_
naikan tunjangan lima kati lipat,
maka pendapatan dewan tembus
Rp 65 juta/bulan. Sebelumnya
pendapatan mereka berhsar Rp
35 juta/bulan. Dengan berlakun-
ya PP lB/2017, maka legislator
Renon mendapat tambahan
sekitar Rp 30juta.

Tambahan ters-ebut meliputi
tunjangan transportasi, tunjan_
gan reses, dan tunjangan komu_
nikasi insentif. Ironisny4 setelah
tunjangan naik kinerja dewan tak
kunjungmembaik

Gedung dewan kerap sepi
tak ubahnya hari biasa. Hanya
beberapa anggota dewan yang
memang terbiasa rajin ke kan-
tor yang tampak.

Pendapatan lebih banyak diteri-
ma unsur pimpinan dewan. Uang

. representasiataugajipokokyang
aw-alnya Rp 3 juta per bulan, naik
menjadi Rp I 5 juta per bulan. Gaji

, ketuadewandisetarakandengan

; gajigubemurBali.
' Yang menarik, eksekutif atau

pemerintah sendiri terkesan
" tidak mau mengambil risiko.

Alih-alih menolak, pemerintah
berusaha agar aturan tersebut
bisa terealisasi. Dalihnya adalah
menjalankan amanat regulasi
peraturan pemerintah.

"Mengacu pada ketentuan
yang ada, kami harus menya-
makan persepsi dengan dewani'
ujar Kepala Bappeda Provinsi
Bali Putu Astawa didampin-
gi Kepala Biro Keuangan dan

Aset Daerah IB Arda ditemui
baru-baru ini di lobi DpRD Bali.

Arda menambahkan, kemam_
puan keuangan daerah Bali
masuk kategori sedang karena
didapat angka Rp 3,3 triliun.,
Kemampuan keuangan daerah
didapat dari pAD, bagi hasil dan
DAU. Selanjutnya pendapatan
y-uT dikurangi biaya gaji se_
larna dua tahun terakhh hingga
didapat sedang. 'Untuk eksekusi
alrggaran kami menunggu per_
gub yang masih digodok Biro
Hukumi tukasnya.

Anehnya, meski nyata-nya-
ta pendapatan meroketn ang-
gota'DPRD Bali masih merasa
kurang. Mereka menganggap
BaIi seharusnya masuk kategori
daerah pendapatan tinggi, sih-
ingga kenaikan bisa rujuh kali.
Namun, Mendagri menetapkan
Bali sebagai daerah dengan ke-
mampuan sedang. Anggota de-
wan, khususnya Banggar pun ra-
mai-ramai memprotes Mendagri.

Dikonfirmasi terpisah, ang-
gota Banggar DpRD Bali Nv-
oman Adnyana mengatakan
pihaknya tidak asal protes.
Tapi, memberi masukan pada
Mendagri dalam menentukan
klasifikasi daerah. "Mereka
juga baru mengerti persoalan
kondisi daerah masing-mas-
ing. Kami tidak sekadar protes
dan mengkritisi tapi juga mem-
beri solusii' kata Adnyana, saat
dikonfirmasi Kamis lalu (24lB).

Terkait kekhawatiran anggo-
ta dewan provinsi akan kalah
pendapatan dengan Dewan Ba-
dung, Adnyana membantah.
Katanya, penghasilan dewan

kabupaten/kota harus tetap di
bawah provinsi. .,Sebenarnya

Badung protes kamj, karena
mereka terkunci. pendapatan
dewan kabupaten tidak Loleh
lebih tinggi daripada provinsi.
Kalau sama boleh, kaliu lebih
tinggi tidak boleh," tegas politisi
asal Bangli itu

Sementara anggota Komisi
II DPRD Bali AA Ngurah Adi
Ardhana mengatakan] kenaikan
insentif merupakan sesuattr yang
wajarkarena bda dasamya, pF No
IB/2017 yang baru saja ditetap-
kan. "Suatu hal yang wajar <lan
positif melihat jabatan dan beban
tanggung jawab seorang anggota
legislatifj' uiar Ardhana.

Menurut Ardhana, secara ak-
tual tugas legislasi pengawasan
anggaran memiliki beban keria
ti"gS di tengahtrpuyu p"n.opi-
ian target Rencana pembangu-

lan Iangka Menengah Daerah
(RPIMD). Polirisi asal PuriGer-
enceng, ini berharap kenaikan
insentif disertai peningkatan
kinerja dan kemampuan anggota
dewan. "Semua peningkatan ini
juga menyesuaikan kemampuan

9aerah, hingga memiliki ti.rgkat
kepantasan sesuai peraturan
pemerintahj' sambungnya.

Meski menjalankan amanat
peraturan pemerintah, sejatin-
ya kondisi APBD Pemprov Bali
sedang memprihatinkan. APBD
perubahan Provinsi Bali 201 7 juga
masih mengalami defisit sebesar
Rp f7B miliar. Defisit tersebut
disebabkan Dana Alokasi Ktrusus
(DAK) dari pemerintah pusar
bersifat dinamis. (sandiiaya
maulana/pit)
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